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Abstrak
 

Pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas)

Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi

Nasional. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur

pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana

kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak

menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah

satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan

data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki

kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat

kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang

perlu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020 serta Pasal 14 Keputusan Ketua

KPCPEN 1/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada

Pasal 12 Perpres 82/2020, yakni memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta arahan kepada gubernur dan

bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas

Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat

mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas

tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah.

Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah

pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang

bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

......COVID-19 pandemic in Indonesia prompted the government to form COVID-19 Task Force as part of

the COVID-19 Handling Committee and National Economic Recovery (KPCPEN). The Task Force can

issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have

to comply. Therefore, this study aims to discuss how the authority of the Task Force for Handling COVID

19 is and how their policy applies, in this case the author takes example which is prohibition of going home

in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates

that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19

that binds relevant ministries/agencies, local governments, academics, and other necessary parties, as stated

in Article 10 Presidential Regulation 82/2020 and Article 14 of KPCPEN Chairperson Decree 1/2020. Other

authority is to provide considerations, recommendations, and directions to governors and regents/mayors to

form a COVID-19 Task Force as listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the
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decisions made by COVID- 19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind

government elements. Therefore, the ministry is present to follow up the Task Force's policies with

ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could

be imposed if they don’t comply with the said ministerial regulations are dismissal of regional head, also the

cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014.


